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BENTENG - Sekretaris Dae-
rah (Sekda) Kabupaten Beng-
kulu Tengah, Drs. Rachmat
Rivanto, 5T, M.AP mengirim
surat ke Organisasi Perang-
kat Daerah (OPD). Dalam
surat tersebut OPD dimin-
ta segera menindaklanjuti
semua catatan yang diberikan
Badan Pengawasan Keuangan
(BPK] RI Perwakilan Provinsi
Bengkulu.

“Saya sudah meminta Kepala
OPD untuk sesegera mungkin
menindaklanjuti semua catatan yang diberi-
kan BPK RI, baik itu kerugian negara maupun
catatan lainnya,” tegas Sekda.

Rachmat mengungkapkan, sesuai dari LHP
BPK, setelah LHP terbit, paling lambat 60 hari
harus segera diselesaikan. Ia akan segera me-
monitor terkait perkembangan yang sudah
dilakukan OPD. Tentu ia berharap OPD su-
dah ada yang bergerak dan menindaklanjuti
catatan dari BPK tersebut.

Sekda juga akan menanyakan terkait
temuan kerugian negara di beberapa OPD.
Sejauh ini sudah batas mana tindaklanjut
yang sudah dilakukan. Tentu ia menegaskan
semua catatan ini harus ditindaklanjuti.

“Saya berharap sudah ada progres terkait
tindaklanjut rekomendasi yang dilakukan
setiap OPD. Terutama kerugian negara, su-
dah harus ada progresnya. Kita akan minta
Inpektorat melakukan pemantuan terhadpa
tindaklanjut tersebut,” bebernya.

Sebelumnya, Inspektur Daerah Kabupaten
Bengkulu Tengah, Welldo Kurniyvanto, SE,
MM, CGCAE menjelaskan, Secara keseluru-
han untuk nilai kerugian daerah yang tertu-
ang dalam LHP BFPK terhadap pengelolaan
keuangan daerah tahun 2023 mengalami
penurunan dibandingkan tahun sebelum-
nya.

“Kalau untuk angka pastinya tak terlalu
hafal. Karena jumlah kerugiannya belum di-
totalkan juga. Akan tetapisecara keseluruhan
tak sampai Rp 5 miliar,” ungkapnya.

Welldo menambahkan, ada beberapa keg-
iatan atau belanja yang menjadi temuan tim
auditor BPK. Diantaranyaa, belanja modal,
belanja pegawai ataupun belanja barang dan
jasa. Kalau untuk belanja perjalanan dinas
paling besar di Sekretariat DPRD Kabupaten

RACHMAT RIYANTO

Tindaklanjut Catatan BPK, Sekda Surati OPD

Bengkulu Tengah.

“Paling besar di DPRD Beng-
kulu Tengah. Namun, angkan-
ya jauh turun dibandingkan
tahun lalu. Kalau tak salah
secada keseluruhan berkisar
Ep 1,5 miliar” tutur Welldo.,

Untuk diketahui, berdasar-
kan rilis BPK RI Perwakilan

Provinsi Bengkulu beberapa

waktu lalu, Meskipun Pemkab

Bengkulu Tengah berhasil

mendapatkan WTF, namun
Pemkab Bengkulu Tengah tak
serta merta bebas dari catatan dari BPE.

BPK masih menemukan permasalahan
terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan
kepatuhan terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan, antara lain, penge-
lolaan pendapatan asli daerah (PAD) belum
sepenuhnya memadai.

Belanja barang dan jasa atas Honorarium
tim pelaksana kegiatan dan sekretariat ke-
giatan serta honorarium narasumber atau
pembahas, moderator, pembawa acara, dan
panitia tidak sesuai ketentuan

Belanja perjalanan dinas pada 8 Satuan
Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) tidak sesuai
ketentuan.

Kemudian belanja modal gedung dan
bangunan pada Dinas Pendidikan dan Ke-
budayaan ( Disdikbud) secara swakelola tidak
sesual ketentuan.

Pengelolaan kas di lingkungan Pemkab
Bengkulu Tengah belum tertib. Kemudian
Penatausahaan aset tetap tanah Pemkab
Bengkulu Tengah belum tertib.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengam-
anatkan bahwa pejabat wajib menindaklan-
juti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan.

Pejabat wajib memberikan jawaban atau
penjelasan kepada BPK, tentang tindak lanjut
atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan.
Jawaban atau penjelasan dimaksud disam-
paikan kepada BPK selambat-lambatnya 60
hari setelah LHP diterima.

BPK berharap LHP ini tidak hanya digu-
nakan sebagai sarana pertanggungjawaban
(akuntabilitas), melainkan digunakan pula
sebagail informasi untuk pengambilan
keputusan keuangan (penganggaran) serta
mendorong dan memotivasi pemerintah
daerah untuk terus memperbaiki pertang-
gungjawaban pelaksanaan APED.(jee)
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